PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Menimbang

Mengingat

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

.bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tenfang Ruang
Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkal | dan
Daerah Tingkat 1l, maka Retribusi Pemeriksaan Alaf
Pemadam Kebakaran merupakan jenis refribusi daerah
Kabupaten ; '

- bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud

pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah .

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah ;

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara 3209) ;

-Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1987/ Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomior
3685) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

2. Undang-undang  Nomor 25 Tahun 1999 tenlang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
alas Undang-undang Noemor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Relribusi Daerah (Lembaran MNegara Tahun

2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4048) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 1l Semarang
(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3079) :



8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

9. Peraluran Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Relribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tala Cara Pemungutan Relribusi Daerah ;

12, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Pedoman Tala cara Pemeriksaan di bidang Retribusi
Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
lentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah
Tingkat | dan Daerah Tingkat il ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat || Demak
Nomor § Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkal II
Demak Tahun 1988 Nomor §) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat || Demak
Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya
Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Demak Tahun 1994 Nomor 7) .

Dengan perselujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :@: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;

b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;

¢c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Ekskulif Daerah ;

d. Pejabat ..
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Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
refribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;

Hadan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha millk negara atau daerah dengan nama dan bentuk
apapun, persekutuan, perkumpuian, firma, kongsi, koperasi,
yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana
pensiun, bentuk usaha letap seta bentuk usaha lainnya ;

Alat pemadam kebakaran adalah alat-alat teknis yang
dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan
kebakaran ;

Pemeriksaan atau pengujian alal pemadam kebakaran
adalah findakan dan atau pengujian oleh Pemerintah
Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran
selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik ;

Retribusi jasa umum adalah retribusi alas jasa yang
disediakan alau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serla dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang
selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas
pemeriksaan oleh Pemerinlah Daerah terhadap alat-alat
pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan
oleh masyarakat ;

Waijib refribusi adalah orang pribadi atau badan yang
memiliki dan atau menguasai alat pemadam kebakaran
yang menurul peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

Masa relribusi adalah suaiu jangka waktu tertentu yang
merupakan bafas wakfu bagi wajib retribusi unfuk
memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam
kebakaran ;

Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang
selanjuinya disingkat SPdORD adalah surat yang
digunakan oleh wajib refribusi unfuk melaporkan data obyek
relribusi sebagai dasar penghilungan dan pembayaran
retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan reiribusi Daerah ;

. Surat Ketetapan Refribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah sural keputusan yang menentukan
besarnya jumlah refribusi yang terutang ;

Sural Ketetapan Reltribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjulnya disingkat SKRDKBT adalah surat

keputusan yang menentukan tambahan atas jumiah
retribusi yang ditetapkan ;

0. Surat ..
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0. Surat Keletapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjuinya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan
yang meneniukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi
karena jumlah kredit reiribusi lebih besar daripada refribusi
yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

p. Sural Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan
atau sanksi adminisirasi berupa bunga dan atau denda :

q. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas

keberatan lerhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB diajukan
oleh wajib retribusi ;

r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan refribusi daerah ;

8. Penyidikan tindak pidana di bidang reiribusi daerah adalah
serangkaian lindakan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selanjulnya disebut Penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

" bukii ity membual terang tindak pidana di bidang retribusi
daerah yang terjadi serla menemukan tersangkanya .

BARB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan lujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a. Untuk memberikan landasan hukum bagi aparat dalam
rangka penggunaan refribusi pemeriksaan alal pemadam
kebakaran ;

b. Untuk memberikan pembinaan kepada para pemilik dan
pengauna alal pemadam kebakaran, sehingga pemakaian
alal pemadam kebakaran dapat berfungsi secara optimal ;

c. Menjaga keamanan terhadap tempat-tempat kegiatan yang
kondisinya beresiko terhadap bahaya kebakaran .

BAB Il
MaMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas
pelayanan pemeriksaan dan alau pengujian alat pemadam
kebakaran .

Pasal 4

(1) Obyek retribusi adatah pelayanan pemeriksaan dan atau
pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat
pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan
oleh masyarakal di gedung-gedung untuk pelayanan
umum, indusiri, perdagangan dan gedung bertingkat
termasuk apartemen, kondominium dan rumah susun . IT



(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan
pemeriksaan alal pemadam kebakaran yang dimiliki dan
atau dipergunakan oleh masyarakat di rumah tinggal dan
pelayanan pemadam kebakaran oleh Dinas Permukiman
dan Prasarana Wilayah .

Pasal 5

(1) Subyek relribusi adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh Jasa pemeriksaan alal pencegah dan
pemadam Kebakaran .

(2) Untuk apariemen, kondominium dan rumah susun, subyek
retribusinya adalah pihak pengelola .

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal b

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran digolongkan
sehagai retribusi jasa usaha .

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, jenis
dan jumlah alal pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau
diuji .

BAB V!
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan
besarnya larif retribusi adalah untuk menulup sebagian
biaya penyelenggaraan pelayanan .

(2) Biava sebagaimana dimaksud ayal (1) adalah biaya
penyediaan  peralatan, label, segel, operasional,
pemeriksaan dan pemeliharaan .

BAB VI
STRUKTUR DAM BESARNMNY A TARIF RETRIBUSI
Pasal @

-k
L—

Struktur tarif digotongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat
pemadam kebakaran

o ]

—

Struklur dan besarnya larif ditelapkan sebagai berikut :

e

a Alat pemadam kebakaran jenis poriable ;
1. Alat pemadam kebakaran jenls busa, super busa
dan sejenisnya :
a) lIsi sampai dengan 2% liter, dikenakan biaya
retribusi sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu
rupiah) pertahun ;



b} Isi lebih dari 25 liter, dikenakan biaya refribusi
sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)
perfahun.

o

Alat pemadam kebakaran jenis dry power (serbuk),
gas COZ, Halon dan sejenisnya :

a) Berat sampai dengan 6 (enam) Kkilogram,
dikenakan biaya refribusi sebesar Rp. 4.000,00
(empal ribu rupiah) pertahun ;

b) Berat lebih dari 6 (enam) kilogram sampai
dengan 20 (dua puluh) kilogram, dikenakan
biaya relribusi sebesar Rp. 6.000,00 {enam ribu
ruplah) pertahun ;

¢) Berat lebih dari 20 (dua puluh) kilogram |,
dikenakan biaya relribusi sebesar Rp. 7.500,00
{(tujuh ribu fima ratus Rupiah) perlahun .

b. Alal pemadam kebakaran jenis fire protection / fire
hidrant, alarm syslem, sprinkoler system dan lain-lain
dikenakan biaya retribusi sebesar Rp. 25.000,00 (dua
puluh lima ribu rupiah) pertahun .

BAB Vi
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah pelayanan
diberikan .

BAB IX :
MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG
Pasal 11

Masa relribusi adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (salu)
{ahun .

Pasal 12

Saal relribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB X
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 13

{1) Waijib retribusi waijib mengisi SPdORD .

{2) SPAORD sebagaimana dimaksud ayal (1) harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh
wajib retribusi alau kuasanya .

(3) Benluk, isi serta lala cara pengisian dan penyampaian

SPAORD sebagaimana dimaksud ayat {1) ditetapkan oleh
Bupati

BAB XI ....



BAB Xl
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 12
ayat (1) ditetapkan retribust terutang dengan menerbitkan
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data
baru dan atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah refribusi terutang
beitambah maka dikeluarkan SKRDKBT .

{(3) Beniuk, isi serla tala cara penerbitan dan penyampaian
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati .

BAB Xl
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15 :

Femungutan refribusi tidak dapat diborongkan .

2y Retribusi dipungul dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT .

— —
I e
—

BAB Xl
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal wajib relribusi fidak membayar {epat pada waktunya
alau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya
retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

{1) Retribusi yang ferutang harus dilunasi sekaligus dimuka
uniuk 1 (satu) kali masa refribusi .

{2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran
retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAEB XV
TATA CARA PENAGIHAN
Fasal 18

{1) Reiribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen
lain vyang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat
Kepulusan Keberatan yang menyebabkan jumiah retribusi
yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang
dibayar oleh Wajib Reiribusi dapat ditagih melalui Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) .

(2} Penagihan retribusi harus melalui BUPLN dilaksanakan
berdasarkan peraluran perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI ..



BARB XVl
KEBERATAN
Pasal 18

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau
dokumen lain vyang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB.

{2) Keberatan diajukan secara fertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas

ketetapan reiribusi secara jabatan, wajib retribusi harus
dapai membukiikan ketidakbenaran ketetapan retribusi
lersebul.

{4} Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama

2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali
apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa
jangka wakiu ifu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud ayal (1) dan (3) tidak dianggap sebagai sural
keberalan, sehingga tidak diperfimbangkan.

{6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan
atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah
besarnya relribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah
lewal, dan Bupali tidak memberikan suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB AVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

Alas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran refribusi
sgbagaimana dimaksud ayal (1) harus memberikan
keputusan.

Apabila jangka waklu sebagaimana dimaksud ayal (2) {elah
dilampaul dan Bupatl tidak memberlkan suatu Kkeputusan,
permohonan dan pengembalian kelebihan retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka
waklu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Wajib



{(4) Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran relribusi sebagaimana dimaksud aval (1)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
ayal (1) dilakukan dalam Jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

{6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
dilakukan setelah lewatl jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan alas kelerlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-
kurangnya menyebutkan : .

a. Nama dan alamat wajib refribusi ;
b. Masa relribusi ;

¢c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
d. Alasan yang singkal dan jelas .

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
disampaikan secara langsung atau metalui pos tercatat.

(3) Bukli penerimaan oleh pejabat daerah atau bukli pengiriman
pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh
Bupati.

Pasal 23

{1y Pengembalian  kelebihan  retribusi  dilakukan  dengan
menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

{2) Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4),
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan
bukti pemindahan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB AV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 24

(1} Bupati dapat memberikan pengurangan, kunngunan dan
pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan, Keringanan dan pembebasan sehagalmam
dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan
kemampuan waijib relribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

difetapkan oleh Bupali.
BAB XIX ?
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BAB XIX
KADALUWARSA PENAGIHAN
~ Pasal 25

(1) Hak wunluk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak
saal leruiangnya reltribusi, kecuali apabila wajib retribusi
melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat
(1) tertangquh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran ; atau

b Ada pengakuan ulang relribusi dari wajib relribusi baik
langsung maupun lidak langsung.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

(1) Wajib relribusi yang tidak melaksanakan kewaijibannya
sehingga meruglkan Keuangan daerah diancam pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
4 (empal) kali jumiah retribusi terutang.

(2} Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
pelanggaran,

Pasal 27

Denda sebagai akibal adanya pelanggaran terhadap Peraturan
Daeraliini secara keseluruhan masuk ke dalam Kas Daerah.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 28

{1) FPejabal Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik uniuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keierangan
alau laporan berkenaan dengan findak pidana dibidang
retribusi daerah agar Keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan Keteraingan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
iersebut |

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi
daerah

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan iindak pidana dibidang
refribusi daerah ;

e. melakukan ...
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. »

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencalatan dan dokumen-dokumen lain, serla
melakukan penyitaan terhadap bahan bukli tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penvidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saal pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memolrel seseorang berkaitan dengan tindak pidana
dibidang refribusi daerah ;

. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai iersangka atau saksi ;

j- Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebacaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana .

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan
yvang berteniangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan fidak
berlaku lag!.
Pasal 30

- Halkhal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupatl.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar ....
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
daiam Lembaran Daerah Kabupaien Demak .

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 9 Juli 2001

BUPATI DEMAK
< VIAM

d{ Dra. Hi. ENDANG SEW&MNGDYAH?

Disetjui DFRD Kabupaten Demak

Dengan Keputusan Nomor 25/KEP,DFRD/2001
tanggal 9 Juli 2001 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 Juli 2001

SEKHETARIS

DAERAH JABUPATEN DEI"E_&K

Drs. A ZANI, MM

Pembina Tk, I A
NIP. 010072041 J

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2001
NOMOR 3 SERI B NOMOR 3 .



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 13TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

PENJCLASAN UMUM

Perlindungan lerhadap masyarakal dari bahaya kebakaran di
wilayah Kabupalen Demak dirasa sangat penting dan perlu untuk segera kita
upayakan keberadaannya .

Salah salu upaya yang dapal ditempuh dalam mengatasi musibah
kebakaran adalah mengefeklifkan penggunaan alat pemadam kebakaran.
Hal ini dirasa sangat tepat karena berdasarkan kenyataan yang ada masih
belum dapat memahami serta memanfaatkan penggunaan alal pemadam
kebakaran dengan benar sehingga periu adanya jasa pelayanan
pemeriksaan alat pemadam kebakaran :

Penelapan besarnya relribusi didasarkan pada besar kecilnya
volume seria jenis alat pemadam kebakaran yang diperiksa .

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daarah dan Retribusi Daerah maka perlu diatur pengaturannya dalam
Peraturan Daerah .

PEMNJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal1s.d 21 : Cukup jelas .



